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ABSTRAK 
Carut marut penegakan hukum prostitusi hingga kini belum berakhir. Akar persoalannya 
ditengarai belum adanya pengaturan yang memadai tentang prostitusi itu sendiri. Karena itu, 
pada tahapan penegakan hukum in concreto, aparat hukum harus berjuang keras melakukan 
penafsiran hukum setiap ada laporan tentang prostitusi. Tulisan ini mencoba mendiskusikan dua 
permasalahan terkait prostitusi ini. Pertama, bagaimana konstruksi hukum perbuatan prostitusi 
menurut hukum pidana yang berlaku (eksisting) di Indonesia? Kedua, bagaimana konstruksi 
hukum pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana prostitusi? Melalui kajian secara 
yuridis-normatif diperoleh simpulan sebagai berikut. Pertama, dalam hukum positif yang berlaku 
hingga kini belum dikonstruksi tentang perbuatan prostitusi sebagai crime. Kedua, 
pertanggungjawaban pidana pelaku prostitusi akan sangat tergantung pada formulasi tentang 
tindak pidana prostitusi. 
Kata kunci : tanggungjawab pidana, pemakai jasa, prostitusi 
 
I. PENDAHULUAN 
Munculnya perdebatan tentang dapat tidaknya pemakai jasa prostitusi dimintai 
pertanggungjawaban pidana sesungguhnya telah memunculkan berbagai pertanyaan reflektif yang 
bersifat paradoks. Berbagai pertanyaan reflektif ini tentunya bisa digunakan sebagai bahan 
renungan semua pihak untuk mempertanyakan pada diri, pada keluarga, pada kelompok, pada 
masyarakatnya, pada agamanya, dan bahkan pada negara dan bangsanya. Berbagai pertanyaan 
reflektif yang muncul tersebut antara lain sebagai berikut.   
Pertama, sejauhmana sesungguhnya politik hukum pidana merespon persoalan prostitusi ini, 
khususnya dalam mengkualifikasi ”perbuatan” yang disebut prostitusi. Apakah prostitusi 
dikualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum—dalam pengertian sebagai 
perbuatan yang dilarang dalam ranah hukum pidana—atau sebagai perbuatan yang tidak bersifat 
melawan hukum. Pertanyaan reflektif ini muncul berangkat dari realitas, bahwa hingga sekarang 
hukum pidana positif belum  merumuskan prostitusi sebagai perbuatan yang dilarang dalam 
hukum pidana, khususnya dalam KUHP. Sementara secara faktual, hampir semua norma-norma 
yang hidup dalam masyarakat—baik itu norma agama, norma kesopanan, maupun norma 
kesusilaan—menolak perilaku prostitutif. Artinya, norma-norma yang hidup dan berlaku dalam 
masyarakat menganggap prostitusi sebagai perbuatan yang dilarang, sebagai perbuatan yang tidak 
boleh dilakukan.  
Kedua, prostitusi adalah realitas dalam masyarakat kita, telah ada sejak lama dan terjadi secara 
meluas hampir di semua tempat dan daerah di Indonesia. Secara historis, bahkan ditenggarai 
prostitusi telah ada sejak awal kolonialisme Belanda di Indonesia. (Pelacuran, 2019). Hingga 
sekarang prostitusi masih tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan modus dan daya dukung 
yang justru kian sulit dikenali secara ”biasa”. Persoalannya adalah, sampai kapan negara akan 
mengambil sikap ”diam” seperti ini? 
Ketiga, prostitusi selalu melibatkan laki-laki dan perempuan—baik perempuan sebagai 
penyedia jasa prostitusi maupun sebaliknya—tetapi dalam banyak kasus prostitusi, hanya 
perempuan yang dianggap sebagai pelaku. Laki-laki pemakai jasa prostitusi seringkali lepas dari 
jerat hukum. Pertanyaannya adalah, hukum mana yang digunakan untuk mendiskriminasi orang 
atas alasan jender dalam kasus prostitusi? Sudah lupakah bangsa ini telah mendiklair diri sebagai 
negara hukum dengan tekad menjamin kesamaan kedudukan di muka hukum (equality before the 
law) bagi semua orang? Negara harus hadir mengatasi ketelanjangan diskriminasi hukum ini. 
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Tulisan ini mencoba memberi solusi atas carut marutnya pengaturan prostitusi di Indonesia dengan 
mencoba mendiskusikan dua hal penting berkaitan dengan tanggungjawab pidana pemakai jasa 
prostitusi. 
 
II. PERMASALAHAN 
Melandaskan pada pemikiran tersebut di atas dan untuk mempermudah kajian dalam tulisan 
ini, maka dirumuskan dua permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana konstruksi hukum perbuatan prostitusi menurut hukum pidana yang berlaku 
(eksisting) di Indonesia? 
2. Bagaimana konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana prostitusi? 
 
III. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara normatif (legal research) dan 
kombinasi beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), 
pendekatan analitis (analytical approach) dan pendekatan filosofis (philosophical approach). 
(Johnny Ibrahim, 2005: 300-322).  Studi ini akan dimulai dari studi tentang perundang-undangan 
yang mengatur tentang prostitusi. Dengan demikian, maka studi ini akan menelaah hukum yang 
tertuang dalam teks-teks peraturan (bahasa peraturan). Namun demikian, penelitian ini akan 
melihat bahasa peraturan sebagai event atau discourse yang memiliki dimensi yang hidup dan 
dinamis, tidak sekedar melihat bahasa peraturan sebagai meaning dengan dimensi statis. Dengan 
metode demikian, penelitian ini tidak sekedar akan melakukan interpretasi teks, tetapi juga 
menangkap makna kontekstual dari teks-teks/bahasa-bahasa peraturan tersebut. (Esmi Warassih, 
2006: 6). Penelitian ini juga akan mengeksplor nilai-nilai yang terdapat dalam hukum, oleh 
karenanya penelitian ini juga sekaligus merupakan penelitian filosofis. (Yusriadi, 2009: 17). 
Penelitian ini tidak saja akan melihat hukum dalam tampilannya secara tekstual, tetapi akan 
melihat hukum dalam tampilannya sebagai ide, cita-cita, nilai, moral dan keadilan yang disebut 
sebagai konsep hukum yang idiologis, filosofis dan moralistis. (Ronny H Soemitro, 1989: 1).  
IV. PEMBAHASAN 
1.  Konstruksi Hukum Perbuatan Prostitusi Menurut Hukum Pidana yang Berlaku (Eksisting) di 
Indonesia  
Berkelana menyusuri belantara hukum pidana positif di Indonesia untuk menemukan 
aturan tentang prostitusi memang terasa melelahkan. Penelusuran terhadap berbagai aturan hukum 
pidana yang ada—baik dalam KUHP maupun di luar KUHP—belum ditemukan aturan yang 
komprehensif tentang prostitusi. Aturan tentang prostitusi, baik aturan dalam KUHP maupun 
aturan di luar KUHP hanya mengatur tentang orang-orang yang terlibat dalam prostitusi. 
Sementara aturan tentang prostitusinya sendiri hingga kini belum ditemukan. Penelusuran terhadap 
aturan tentang prostitusi sejauh ini hanya menemukan beberapa aturan yang terkait prostitusi, 
tetapi tidak mengatur substansi prostitusinya sendiri. Temuan atas beberapa aturan yang terkait 
dengan prostitusi dapat disebut antara lain sebagai berikut : 
a. Aturan dalam induk hukum pidana Indonesia, yaitu KUHP 
Penelusuran terhadap ketentuan dalam KUHP tidak menemukan aturan yang secara 
khusus mengatur tentang prostitusi. Bahkan dalam berbagai terjemahan KUHP yang berlaku 
di Indonesia, tidak ada satu penterjemahpun yang memberikan padanan atas beberapa 
perbuatan yang terkait prostitusi dengan istilah prostitusi. Berdasarkan penelusuran terhadap 
aturan dalam KUHP ditemukan ada dua Bab aturan dalam KUHP yang selama ini dipandang 
berkaitan dengan masalah prostitusi. Dua bab dalam KUHP tersebar di dua buku, masing-
amsing Buku II tentang Kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran. Pada Buku II, Salah satu 
bab dalam KUHP yang dekat dengan prostitusi adalah Bab XIV tentang Kejahatan 
Kesusilaan. Sementara pada Buku III, salah satu bab yang dianggap terkait dengan pengaturan 
tentang prostitusi adalah Bab III yang mengatur tentang Pelanggaran Ketertiban Umum. Bab 
III Buku III terdiri dari 21 (dua puluh satu) pasal, mulai dari Pasal 503 sampai Pasal 520. 
Ketentuan dalam Bab XIV Buku II KUHP berisi 24 (dua puluh empat) pasal, yang dimulai 
dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303. Di antara dua puluh empat pasal yang mengatur 
tentang kesusilaan juga tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang prostitusi. 
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Seberapa jauh ketentuan dalam Bab XIV Buku II dan Bab III Buku III KUHP bisa 
digunakan untuk menjerat para pelaku prostitusi, berikut dicoba diuraikan tentang 
kemungkinan-kemungkinan penggunaannya berdasarkan kaidah-kaidah dalam hukum pidana.  
1. Ketentuan Pasal 296 KUHP 
Beberapa kalangan ahli ada yang berpendapat, bahwa salah satu pasal dalam Bab XIV 
yang dekat dan terkait dengan prostitusi adalah ketentuan Pasal 296, yang menyatakan : 
”Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh 
orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebisaaan, 
diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda 
paling banyak seribu rupiah”. Ketentuan Pasal 296 KUHP sejatinya sama sekali tidak 
mengatur tentang prostitusi. Ketentuan Pasal 296 KUHP hanya melarang siapa saja yang 
sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang lain. 
Oleh R. Soesilo,(R Soesilo, 1988: 217).  Pasal ini diberikan penjelasan sebagai pasal untuk 
memberantas orang-orang yang karena pencahariannya atau kebisaaannya menyediakan bordil 
atau tempat-tempat pelacuran. Pasal ini tidak bisa digunakan untuk menjerat pelacuran atau 
prostitusinya itu sendiri. Bahkan si pelacur dan pemakainya tidak bisa dijerat menggunakan 
Pasal 296 KUHP ini. 
Beberapa yurisprudensi yang terkait dengan penerapan Pasal 296 KUHP juga sama 
sekali tidak terlacak jejaknya jika ketentuan Pasal 296 KUHP dapat digunakan untuk menjerat 
para pelaku prostitusi. Jejak yurisprudensi atas penerapan Pasal 296 KUHP antara lain 
terekam dalam Putusan Hooge Raad tanggal 6 Oktober 1942, (Soenarto Soerodibroto, 1999: 
177) yang menyatakan, termasuk memudahkan perbuatan cabul adalah menyewakan kamar 
untuk memberi kesempatan melakukan perbuatan cabul dengan orang lain. Putusan Hooge 
Raad yang lain terkait penerapan Pasal 296 KUHP adalah Putusan Hooge Raad tanggal 15 
Pebruari 1943 yang menyatakan, baru dapat dikatakan “menjadikan kebisaaan” jika perbuatan 
dilakukan secara berulang kali dan terdapat suatu hubungan tertentu antara perbuatan-
perbuatan itu. Dalam tuduhan oleh karenanya tidak cukup dengan mengatakan “berulang 
kali”. 
2. Ketentuan Pasal 284 KUHP 
Ketentuan KUHP yang sering diasumsikan banyak orang dapat digunakan untuk 
menjerat prostitusi adalah ketentuan Pasal 284 KUHP. Pasal ini lazim disebut sebagai pasal 
tentang zina, digunakan sebagai larangan terhadap perbuatan zina. Sejauhmana ketentuan 
Pasal 284 KUHP dapat digunakan untuk menjerat prostitusi, berikut diuraikan rumusan pasal 
284 tersebut secara lengkap. Ketentuan Pasal 284 KUHP menyatakan : 
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan : 
ke-1. a. seorang pria telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa Pasal 
27 BW berlaku baginya; (Pasal 27 menyatakan: ”Pada waktu yang sama, 
seorang laki-laki hanya boleh terikat oleh Perkawinan dengan Satu orang 
perempuan saja, seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja”). 
 b. seorang wanita telah kawin yang melakukan zina. 
ke-2. a. seorang pria yang turut dalam perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang 
turut bersalah telah kawin; 
b. seorang wanita tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal 
diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW 
berlaku baginya. 
(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan 
bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan 
permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga; 
(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73 dan 75. 
(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum 
dimulai. 
(5) Jika bagi suami istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama 
perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang 
menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap. 
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  Melandaskan pada ketentuan Pasal 284 KUHP di atas, dapat disimpulkan, bahwa 
secara umum ada tiga kategori orang yang dilarang melakukan zina, yaitu : 
a. laki-laki telah kawin, di mana pasal 27 BW berlaku baginya, atau wanita/perempuan telah 
kawin; 
b. seorang pria yang turut serta dalam perzinaan itu—baik telah kawin atau belum kawin—
dengan syarat ia mengetahui, bahwa yang turut bersalah dalam perzinaan itu—baik itu 
laki-lakinya maupun wanitanya—harus telah kawin; 
c. seorang wanita belum kawin yang turut serta dalam perzinaan itu, dengan syarat ia 
mengetahui, bahwa yang turut bersalah dalam perzinaan itu—baik itu laki-laki maupun 
wanitanya—harus telah kawin. 
Konstruksi Pasal 284 KUHP jelas mengisyaratkan adanya kendala dalam penerapannya. 
Beberapa kendala yuridis atas penerapan Pasal 284 KUHP—termasuk untuk tindak pidana 
prostitusi—antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut : 
a. Ketentuan Pasal 284 KUHP tidak dapat diberlakukan terhadap laki-laki dan perempuan 
yang masing-masing masih lajang. Inilah kelemahan terbesar yang selama ini menjadi 
kendala dalam penerapan Pasal 284 KUHP.  
b. Melalui rumusan ketentuan Pasal 284 KUHP, tindak pidana zina dikonstruksi sebagai 
jenis tindak pidana aduan (klacht-delicten), bahkan pengaduan atas zina tidak akan 
ditindaklanjuti, manakala dalam tempo tiga bulan tidak diikuti dengan permintaan 
bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga. 
3. Ketentuan Pasal 506 KUHP 
Ketentuan lain yang juga sering diasumsikan dapat digunakan menjerat pelaku prostitusi 
adalah ketentuan Pasal 506 KUHP, yang menyatakan : ”Barang siapa menarik keuntungan 
dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan 
kurungan paling lama satu tahun”. Ketentuan Pasal 506 KUHP lagi-lagi bukanlah aturan 
hukum yang dapat digunakan untuk menjerat para pelaku prostitusi. Dalam bahasa R. Soesilo, 
(R. Soesilo, 1988: 327) ketentuan Pasal 506 KUHP justru merupakan aturan hukum yang 
hanya dapat digunakan untuk menjerat mucikari (makelar cabul), yaitu orang-orang yang 
menolong mencarikan langganan (konsumen) dalam pelacuran untuk mendapatkan upah. 
b. Aturan perundang-undangan di luar KUHP 
Dalam perkembangannya persoalan prostitusi juga dianggap menjadi domain berbagai 
peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Sejauhmana perundang-undangan di luar KUHP 
mengatur tentang prostitusi? Berikut akan dicoba dilacak beberapa peraturan perundang-undangan 
di luar KUHP yang selama ini diasumsikan bisa digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi. 
Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain : 
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang. 
Salah satu ketentuan yang dianggap dapat digunakan untuk menjerat prostitusi dalam 
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang adalah ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan :  
“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 
pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan 
kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan 
atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun 
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk 
tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) 
dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. 
Dilihat substansinya, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jelas tidak mengatur tentang perbuatan 
prostitusi. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hanya mengatur tentang setiap orang yang 
merekrut, mengangkut, dan sebagainya seseorang untuk tujuan eksploitasi. Tidak ada substansi 
pengaturan tentang prostitusi dalam ketentuan pasal ini. 
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2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
Undang-undang lain yang sering dikaitkan dengan persoalan prostitusi adalah Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ketentuan yang sering 
dikaitkan dengan persoalan prostitusi adalah ketentuan Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1). 
Ketentuan Pasal 45 ayat (1)  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik menyatakan : ”Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. 
Sementara itu ketentuan Pasal 27 ayat (1) menyatakan : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa 
hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. 
Sekiranya dicermati, ketentuan Pasal 45 (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak memuat substansi pengaturan 
tentang prostitusi. Dalam konteks Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan yang dilarang adalah sengaja dan tanpa 
hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. 
Dengan demikian, tidak ada muatan prostitusinya. Sangat bisa jadi ketentuan ini dikaitkan dengan 
modus dalam prostitusi—misalnya dengan membuat dapat diaksesnya penawaran prostitusi yang 
melanggar kesusilaan, tetapi secara substansial ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 
11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bukanlah ketentuan yang secara 
khusus dimaksudkan untuk menjerat prostitusi. 
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. 
Sebagaimana dalam beberapa undang-undang di luar KUHP, beberapa ketentuan dalam 
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi juga diasumsikan dapat digunakan 
sebagai aturan hukum yang digunakan untuk menjerat prostitusi. Ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi  yang sering dikaitkan dengan persoalan 
prostitusi adalah ketentuan Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2). Ketentuan Pasal 30 secara jelas 
menyatakan : ”Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 
(enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.  Sementara itu ketentuan 
Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi secara tegas 
menyatakan : ”Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: a. menyajikan secara 
eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara 
eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d. 
menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual “. 
Ketentuan Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi 
secara eksplisit tidak mengatur tentang prostitusi. Jika dicermati secara seksama, ketentuan 
tersebut hanya dapat memicu terjadinya prostitusi, bukan mengatur tentang prostitusi. 
Berdasarkan penelusuran terhadap hukum pidana positif di Indonesia sebagaimana 
terpapar di atas, tergambar secara terang, bahwa hingga sekarang ini belum ditemukan aturan yang 
secara khusus mengatur tentang prostitusi, yang setidaknya memuat tentang : 
a. Konstruksi hukum perbuatan prostitusi, dalam arti belum ada kejelasan tentang bagaimana 
konstruksi hukum perbuatan prostitusi itu. Apa unsur-unsurnya, sehingga suatu perbuatan bisa 
dikualifikasi sebagai prostitusi. Dengan kata lain, hukum pidana positif di Indonesia belum 
melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan prostitusi. Karena itu, wajar apabila hingga 
sekarang tidak ada aturan hukum yang mengkualifikasikan prostitusi sebagai perbuatan yang 
dilarang, sebagai tindak pidana. 
b. Larangan terhadap perbuatan prostitusi, dalam arti hingga sekarang tidak ada satu aturanpun 
dalam hukum pidana positif di Indonesia yang telah melarang perbuatan prostitusi. Sementara 
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dasar untuk menentukan patut tidaknya suatu perbuatan dilarang atau tidak, dianggap bersifat 
melawan hukum atau tidak, hakikatnya telah terang benderang. 
Jelaslah sekarang, bahwa persoalan penegakan hukum masalah prostitusi di Indonesia 
letaknya tidak pada ranah penerapan hukum, bukan pada tahap aplikasi hukum. Persoalan 
prostitusi di Indonesia terletak pada tahap legislasi (formulasi), yaitu belum adanya kriminalisasi 
terhadap prostitusi itu sendiri. Artinya, untuk mengurai benang kusut persoalan prostitusi di 
Indonesia harus ada politik hukum yang jelas tentang prostitusi itu sendiri. Apakah akan dijadikan 
sebagai perbuatan yang dilarang atau tidak. Persoalan prostitusi di Indonesia telah terlalu lama 
dibiarkan mengambang pada ranah perdebatan tidak berkesudahan. Koentjoro dengan mengutip 
Davis (1993) dan Carpenter (1994), juga menengarai hal yang sama. Perdebatan kaum feminis 
tentang prostitusi meruncing pada persoalan kriminalisasi dan dekriminalisasi. (Koentjoro, 1996: 
42). Artinya, penegakan hukum terhadap persoalan prostitusi membutuhkan keputusan pada tahap 
legislasi (formulasi). Penegakan hukum—termasuk penegakan hukum dalam masalah prostitusi—
hakikatnya merupakan proses melalui berbagai tahap—yaitu tahap formulasi/legislasi, tahap 
aplikasi dan tahap eksekusi. (Barda Nawawi A, 2011: 4). Menurut Barda Nawawi Arief, proses 
legislasi merupakan proses penegakan hukum in abstracto. Proses legislasi merupakan tahap awal 
yang sangat strategis dari penegakan hukum in concreto, sehingga kesalahan pada tahap ini 
merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat penegakan hukum in concreto. 
(Barda Nawawi Arief, 2008: 5). Kekosongan hukum pada tahap legislasi (formulasi) dengan 
demikian akan berdampak langsung pada penegakan hukum in concreto. 
2.  Konstruksi Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Prostitusi  
Dalam hukum pidana sesungguhnya berlaku rumus yang sangat sederhana. Tidak ada 
pentingnya berbicara tanggungjawab pidana, tanpa ada tindak pidana. (Sudarto, 1975: 7). Inilah 
rumus yang dikemukakan Fletcher, acting is a pervasive feature of criminal liability (George P. 
Fletcher, 2000,: 420). yang oleh Choirul Huda dimaknai, pertanggungjawaban pidana merupakan 
rembesan sifat dari tindak pidana. (Chairul Huda, 2006: 121). Melalui rumus yang diberikan 
Fletcher inilah akan diurai benang merah atas sulitnya meminta pertanggungjawaban pidana 
pelaku prostitusi menurut hukum pidana di Indonesia. Seide dengan yang dikemukakan Fletcher, 
R.A. Duff juga mengisyaratkan, (R A Duff, 2007:121) bahwa an action presumption has a 
significant role to play in constraining the scope of the criminal law and the objects of criminal 
responsibility (upaya memastikan terjadinya tindak pidana dipandang penting berhubung asumsi 
atas suatu perbuatan (pidana) akan membantu membatasi lingkup hukum pidana dan 
pertanggungjawaban pidana). Oleh  karena itu, dalam uraian berikutnya akan dipaparkan tentang 
dua hal penting, yaitu apa hakikat pertanggungjawaban pidana dan bagaimana korelasi antara 
orang yang melakukan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidananya. 
Secara konseptual, pertanggungjawaban pidana hakikatnya adalah mengenakan celaan 
terhadap pelaku tindak pidana karena perbuatannya yang melanggar  larangan atau karena 
perbuatannya yang menimbulkan akibat yang dilarang. (Charul Huda, 2006: 69.) Dari tadi[ 
menhabih Oleh karena itu, untuk mengatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, 
maka ia haruslah orang yang dapat dicela atas perbuatannya. Dengan konsepsi yang demikian, 
maka untuk adanya pertanggunggungjawaban pidana setidaknya dibutuhkan dua hal pokok, yaitu 
pengenaan celaan terhadap pelaku tindak pidana, dan telah terjadinya perbuatan yang dilarang atau 
telah terjadinya akibat yang dilarang. Mengikuti pemahaman tersebut, maka ingin juga ditegaskan, 
bahwa mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana tidak lain adalah meneruskan 
celaan—yang secara objektif ada pada perbuatan/tindak pidana—kepada seseorang  yang 
memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu (secara subjektif).  
Untuk dapat meminta pertanggungjawaban piada kepada seseorang—termasuk kepada 
pelaku prostitusi—maka haruslah terlebih dahulu ada proses kriminalisasi terhadap prostitusi itu 
sendiri, yaitu mengkonstruksikannya sebagai perbuatan yang dilarang (tindak pidana). Konsepsi 
ini sesungguhnya mengisyaratkan, bahwa pertanggungjawaban pidana juga bersumber dari adanya 
celaan objektif yang ada pada tindak pidana. (Bloy & Parry’s, 2000: 25). Melalui bangunan konsep 
ini ingin ditegaskan, meskipun tindak pidana tidak menjadi dasar penjatuhan pidana, tetapi 
kepastian akan terjadinya tindak pidana menjadi pintu masuk adanya pertanggungjawaban pidana. 
Dilihat dari perspektif politik hukum (pidana), (Moh. Mahfuda MD, 2006: 5). kriminalisasi 
terhadap prostitusi hakikatnya merupakan kebutuhan mendesak. Sifat mendesak kriminalisasi 
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terhadap prostitusi setidaknya atas tiga alasan mendasar, yaitu alasan filosofis, alasan sosiologis, 
dan alasan yuridis. Secara filosofis, parameter utama hukum yang berlaku di Indonesia adalah 
dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. (Soerjanto Poespowardojo, 1994: 26-27). Artinya, dalam 
setiap aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. (Kaelan, 1996: 43-
44). Dengan kata lain, tidak boleh terjadi dalam negara Indonesia—yang dasar falsafahnya 
Pancasila—praktik penyelenggaraan negara yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. 
Pancasila sebagai dasar falsafah negara mempunyai dua pengertian yang keduanya merupakan satu 
kesatuan yang tidak terpisahkan. (Noor MS Bakry, 1990: 166-167).  Pertama, Pancasila 
merupakan satu-satunya ideologi ( Soerjanto Poespowardojo, 1994: 127)  negara yang menjadi 
dasar utama pelaksanaan cita-cita pokok negara. Titik sentral cita-cita pokok tersebut adalah 
masyarakat adil dan makmur materiil dan spirituil dalam kerangka kemanusiaan yang adil dan 
beradab yang dilandasi nilai Ke-Tuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan. Cita pokok 
inilah yang menjadi arah dan tujuan negara yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, 
khususnya dalam alinea ke IV yang menjadi dasar, jiwa, sumber semangat penyelenggaraan 
negara. (Noor MS Bakry, 1990: 166-167) Kedua, IPK Pancasila merupakan dasar moral negara. 
Titik sentral moral negara adalah nilai Ke-Tuhanan—yang di dalamnya tercantum ajaran Tuhan—
dan nilai Kemanusiaan—yang melahirkan hukum kodrat dan hukum etik—yang menjadi dasar 
pemikiran untuk mengatur tata masyarakat dan sekaligus merupakan dasar filsafat hukum 
Indonesia. Dalam pengertiannya yang demikian, Pancasila hakikatnya merupakan ide hukum atau 
cita hukum tertinggi yang akan menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. ( Noor 
MS Bakry, 1990: 166-167) 
Sekiranya nilai Ke-Tuhanan yang dijadikan titik sentral untuk menilai perbuatan prostitusi, 
maka terbacalah secara terang benderang, bahwa prostitusi merupakan perbuatan yang 
bertentangan dengan nilai-nilai Ke-Tuhanan, sebagai perbuatan yang dilarang. Dalam perspektif 
nilai Ke-Tuhanan—khususnya berdasarkan nilai-nilai Islam—prostitusi hakikatnya adalah zina. 
Dalam perspektif nilai-nilai Islam setiap hubungan seksual di luar pernikahan—termasuk 
hubungan seksual yang disebabkan karena adanya hubungan pertukaran uang, barang, jasa, hadiah 
dan atau sejenisnya sebagai suatu transaksi perdagangan—dapat dikualifikasi sebagai zina. (H.A. 
Djazuli, 1997: 26). Dengan kualifikasi demikian, maka prostitusi jelas merupakan perbuatan zina 
yang jelas-jelas dilarang menurut nilai-nilai Islam. Di dalam Surat Al-Isra’ (17) ayat 32, secara 
jelas Allah berfirman, yang artinya : “Dan jangan kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu 
adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (Q.S.(17):32). (Departemen  
Agama , 1981/1982:688).  
Secara sosiologis, prostitusi juga dianggap sebagai penyakit masyarakat. (Irwansyah 
(2016): 19). Bahkan di beberapa daerah perilaku prostitutif dianggap “mengotori” kesucian 
masyarakat yang bersangkutan, sehingga kepada pelakunya harus dihukum berat. Masyarakat suku 
Tolaki misalnya, memberikan sanksi yang sangat berat kepada pelaku perzinaan (umoapi), karena 
masyarakat mengganggap bahwa orang yang melakukan perzinaan tersebut adalah manusia yang 
tidak mempunyai harga diri dan manusia yang tidak tahu malu. (Handrawan, 2016: 207) Sanksi 
Adat . 
Dalam perspektif masyarakat suku Tolaki, para pelaku zina harus dibunuh, meski untuk 
menghindari pembunuhan tersebut para pelaku dapat meminta perlindungan hukum kepada salah 
satu tokoh adat Kalo Sara (Handrawan, 2016: 207) Perspektif sosiologis ini tentu memberikan 
penguatan, betapa zina—termasuk di dalamnya adalah prostitusi—merupakan perbuatan yang 
dilarang menurut nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. 
Studi yang dilakukan oleh Abdul Rahman Upara pada masyarakat Tobati di Jayapura juga 
memberikan gambaran yang sama. Zina dalam perspektif masyarakat Tobati dianggap sebagai 
perbuatan yang dilarang menurut norma-norma masyarakat, sehingga siapapun anggota 
masyarakat yang melakukan zina dan tidak bertanggung  jawab  untuk  melakukan  suatu  
pernikahan, maka  orang tersebut wajib membayar denda sesuai ketentuan yang sudah diputuskan 
oleh dewan adat melalui musyawarah tokoh dewan  adat. (Abdul Rahman Upara, , 2014: 158). 
Hasil studi ini juga memberikan penegasan, bahwa meskipun sanksi adat yang diberikan bervariasi 
sesuai adat masing-masing, tetapi esensinya adalah, bahwa zina dalam perspektif masyarakat 
merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dan 
berkembang dalam masyarakat. 
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Sementara itu dalam perspektif yuridis persoalan prostitusi juga masih menunjukan 
gambar yang carut marut. Sebagaimana pada bagian sebelumnya telah disampaikan, hingga 
sekarang hukum pidana existing belum ada yang secara eksplisit mengatur tentang prostitusi 
sebagai perbuatan yang dilarang. Belum ada satu ketentuanpun dari hukum pidana yang sekarang 
berlaku (hukum positif) yang secara tegas mengatur tentang prostitusi. Ada semacam keraguan 
dari politik hukum pidana untuk mengambil sikap tegas terhadap prostitusi. Ambiguitas pembuat 
undang-undang di dalam merespon perilaku prostitutif di masyarakat sangat jelas. Pembuat 
undang-undang seperti kehilangan “nyali” ketika harus mengkonstruksi prostitusi sebagai 
perbuatan yang dilarang (tindak pidana). Pada titik ini, sesungguhnya sikap tegas negara di dalam 
menentukan pilihan hukum sangat diperlukan. Sampai sejauh ini, sikap politik negara terhadap 
persoalan prostitusi juga bersifat ambigu. Di satu sisi, ada larangan terhadap siapapun untuk tidak 
terlibat dalam prostitusi—seperti mucikari, penyedia jasa layanan sek, memperlancar dan 
mempermudah perbuatan cabul—tetapi di sisi yang lain negara belum jelas sikap politiknya 
terhadap prostitusi. Negara cenderung mengambil sikap “diam” dalam menyikapi persoalan 
prostitusi yang sesungguhnya sudah demikian akut. ( Islamia Ayu Anindia, dan R.B Sularto, 2019: 
22). 
Mencuatnya berbagai kasus prostitusi yang menghebohkan masyarakat—baik yang 
menggunakan sarana elektronik maupun yang tradisional—menunjukkan, betapa kebutuhan 
pengaturan hukum tentang prostitusi bersifat mendesak. Pro dan kontra tentang prostitusi, 
merespon merebaknya berbagai prostitusi online mengisyaratkan, bahwa penegak hukum 
membutuhkan perangkat hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan prostitusi. Melandaskan 
pada berbagai kajian sebagaimana terpapar di atas—baik atas alasan filosofis, sosiologis, dan 
yuridis—sudah saatnya politik hukum pidana—melalui kekuasaan negara—mengambil sikap tegas 
tentang konstruksi hukum prostitusi. Karena itu, melalui tulisan ini diusulkan konstruksi yuridis 
tentang perbuatan prostitusi. Mempertimbangkan konstruksi sosial tentang prostitusi yang sudah 
sedemikian jelasnya, (Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia misalnya dikonstruksi, bahwa 
prostitusi dimaknai sebagai pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu 
transaksi perdagangan, yang sering juga disebut dengan pelacuran) maka formulasi tentang 
prostitusi diusulkan terumuskan dalam formulasi sebagai berikut : 
Pasal X: 
(1) Barang siapa melakukan pertukaran hubungan seksual dengan uang, barang, jasa, hadiah dan 
atau sejenisnya sebagai suatu transaksi perdagangan, dipidana karena melakukan prostitusi 
atau pelacuran dengan pidana penjara maksimal ------tahun. 
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijadikan kebisaaan atau mata 
pencaharian, maksimum pidana dalam ayat (1) ditambah sepertiga. 
Berpangkal pada pemikiran, bahwa prostitusi merupakan perbuatan yang bersifat melawan 
hukum—dengan formulasi sebagaimana diusulkan dalam tulisan ini—maka siapapun yang 
melakukan perbuatan itu, ia dapat dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana (prostitusi). Oleh 
karena itu, siapapun yang melakukan prostitusi, ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. 
Dengan konstruksi hukum yang demikian, tidak akan ada lagi dalam kasus prostitusi yang 
dijadikan pelaku hanya wanita saja atau laki-lakinya saja. Melalui konstruksi hukum tersebut, 
siapapun yang melakukan pertukaran hubungan seksual dengan uang, barang, jasa, hadiah dan atau 
sejenisnya sebagai suatu transaksi perdagangan, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena 
telah melakukan prostitusi. Melalui konstruksi hukum tentang prostitusi juga ingin ditegaskan, 
bahwa politik hukum pidana—melalui kekuasaan negara—telah mengambil sikap tegas tentang 
prostitusi. Negara, dengan formulasi ketentuan itu secara tegas melarang perbuatan prostitusi, 
sehingga penegakan hukum prostitusi tidak terus menerus mengambang tanpa kepastian dan 
keadilan. 
V. Simpulan  
Melandaskan pada bahasan singkat di atas dapatlah ditarik beberapa pemahaman sebagai 
sebuah simpulan. Pertama, berdasarkan kajian secara normatif, terbaca secara terang, bahwa dalam 
hukum positif yang berlaku hingga kini belum dikonstruksi tentang perbuatan prostitusi sebagai 
crime. Dengan kata lain, politik hukum pidana Indonesia belum mengambil sikap tegas tentang 
perbuatan prostitusi. Tidak ada satu peraturanpun dalam hukum pidana Indonesia yang telah 
mengkonstruksi prostitusi sebagai perbuatan yang dilarang (tindak pidana). Kedua, 
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pertanggungjawaban pidana pelaku prostitusi akan sangat tergantung pada formulasi tentang 
tindak pidana prostitusi. Selama prostitusi belum dikonstruksi sebagai perbuatan yang dilarang, 
maka selama itu pula pertanggungjawaban pidana terhjadap pelakunya akan sulit dikonstruksi. 
Mengingat, pertanggungjawaban pidana hakikatnya bersumber dari adanya celaan objektif yang 
ada pada tindak pidana (sebagai “rembesan” dari tindak pidana). 
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